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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas perencanaan di
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
diperlukan  Pejabat Fungsional Perencana yang
profesional serta mampu dimanfaatkan secara optimal
oleh organisasi, khususnya setiap unit kerja;

bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas koordinasi
penugasan antara Pejabat Fungsional Perencana dan
Pejabat Administrasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi, perlu dirumuskan tata kerja Jabatan
Fungsional Perencana di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,
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Mengingat

bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerja Jabatan Fungsional
Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
belum memenuhi kebutuhan pola pengembangan
Jabatan Fungsional Perencana sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Tata Kerja Jabatan
Fungsional Perencana di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);



Menetapkan
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6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
609);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
selanjutnya disebut Bappenas.

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas,
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
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nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Jabatan Fungsional Perencana, selanjutnya disebut JFP,
adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri di bidang
perencanaan.

Pejabat Fungsional Perencana, selanjutnya disebut
Perencana, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melasanakan
kegiatan perencanaan di Kementerian PPN /Bappenas.
Sekretaris Kementerian PPN /Sekretaris Utama
Bappenas adalah Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pimpinan Unit Kerja adalah Sekretaris Kementerian
PPN/Sekretaris Utama Bappenas/Deputi/Inspektur
Utama/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur
Bidang Kinerja Kelembagaan, yang memiliki wewenang
untuk memberi perintah atau penugasan kepada
Perencana.

Kepala Biro SDM adalah Kepala Biro Sumber Daya
Manusia Kementerian PPN /Bappenas.

Kepala Pusbindiklatren adalah Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian
PPN /Bappenas.

Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan
berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai
oleh seorang Perencana dalam mengerjakan butir

kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat
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untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam JFP.
Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, dan bertugas membantu menilai prestasi
kerja Perencana.

Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang
membantu  Tim  Penilai Angka  Kredit dalam
melaksanakan tugasnya.

Penugasan Lintas Unit Kerja adalah penugasan yang
berasal dari pimpinan unit kerja lain.

Instansi terkait baik Pusat dan Daerah adalah instansi
pemerintah baik dipusat maupun daerah serta instansi
non pemerintah.

Magang adalah penugasan kedinasan melalui pimpinan
unit kerja kepada Perencana di instansi terkait baik
pusat dan daerah dalam rangka knowledge sharing atau
transfer knowledge untuk peningkatan implementasi
keahlian Perencana jenjang Madya dan Utama dengan
jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dan
ditetapkan Biro SDM.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada

instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai panduan bagi:

a.

Perencana, dalam melaksanakan kegiatan
perencanaan di masing-masing unit kerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pimpinan Unit Kerja, dalam mendukung Perencana di
masing-masing unit kerja;

Pimpinan Unit Kerja dan Perencana:



